DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KALURAHAN GIRITIRTO
	No
	Jenis Informasi
	Dasar Hukum
	Batas Waktu Pengecualian
	Konsekuensi

	
	
	
	
	Akibat Bila Informasi Dibuka
	Manfaat Bila Informasi Ditutup

	1.
	Dokumen/Berkas/Arsip Pamong Kalurahan
	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
	Tidak Terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan
	Mengungkap data pribadi pamong kalurahan yang bersifat rahasia
	Melindungi data pribadi pamong kalurahan yang bersifat rahasia

	2.
	Biodata elektronik pamong kalurahan dan Warga Kalurahan Giritirto(database)
	· Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
· UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
	Tidak Terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan
	Mengungkap data pribadi pamong kalurahan dan Warga Kalurahan Giritirtoyang bersifat rahasia
	Melindungi data pribadi pamong kalurahan dan Warga Kalurahan Giritirtoyang bersifat rahasia

	3.
	Dokumen dan proses Pamong Kalurahan yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin
	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	Tidak Terbatas
	Mengungkap data pribadi pamong kalurahan yang bersifat rahasia
	Melindungi data pribadi pamong kalurahan yang bersifat rahasia

	4.
	Data Rekam Medis
	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	Tidak Terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan
	Melindungi data pribadi dan melanggar HAM sehingga dapat merugikan
	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia untuk melindungi keamanan dan kapasitas hukum

	5.
	· Dokumen penawaran pada proses kontrak pengadaan barang/jasa
· Dokumen Pengadaan Barang/jasa dari Penyedia Barang/Jasa
	· Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
· Pasal 5 huruf b Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020  tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan
	Terbatas sampai selesai pengadaan barang/jasa
	Terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa dan persaingan tidak sehat

	· Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa
· Mencegah persaingan tidak sehat

	6.
	Laporan Pelaksanaan anggaran dan Laporan keuangan tahun berjalan
· SPJ berikut lampiranya, Dokumen anggaran dan otoritasnya
· Surat pencairan Anggaran
	· Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
· Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	· Terbatas selama masih berlaku
· Selama masih berlangsung
· Selama status perlindungan masih berlaku
· sampai selesai pemeriksaan
	· Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh orang/lembaga yang tidak memiliki kewenangan pemeriksaan, potensi terjadinya penyalahgunaan
· Menghambat proses penegakan hukum
· Mengganggu kepentingan perlindungan Hak

	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan, menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum, melancarkan proses pelaksanaan kegiatan

	7.
	Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler/Kasus/Khusus dan tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
	Pasal 6 ayat 3 huruf d jo Pasal 17 huruf I UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	Tidak Terbatas
	Menghambat kesuksesan keijakan karena adanya pengungkapan secara premature
	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

	8.
	Data pribadi penduduk (NIK, No KK) Biodata penduduk by namae by address
	UU Nomor 14 huruf h Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
	Tidak Terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan
	Mengungkap data pribadi penduduk yang harus dijaga
	Melindungi data pribadi penduduk yang harus dijaga kebenaran dan dilindungi kerahasiaannya

	9.
	Dokumen kepemilikan tanah (arsip Letter C)
	Pasal 17 huruf h No 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	Tidak Terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan
	Tidak terjaminnya kerahasiaan kepemlikikan tanah
	Menjamin kerahasiaan data kepemilikan tanah

	10.
	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin/pelanggaran etika pamong kalurahan
	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	Tidak Terbatas
	· Dapat mengungkap rahasia pribadi
· Dapat menghambat proses penegakan hukum
	Menjamin kerahasiaan pribadi dan memperlancar proses penegakan hukum

	11.
	Dokumen dan berita acara pembinaan pamong kalurahan
	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	Tidak Terbatas
	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan pamong kalurahan
	Menjamin kerahasiaan pribadi/jabatan pamong kalurahan

	12.
	Soal dan jawaban pengisian pamong kalurahan
	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	Terbatas sampai selesai pengisian pamong kalurahan
	Dapat terjadi penyimpangan dan membahayakan keamanan pihak-pihak terkait
	Mencegah terjadinya penyimpangan dan pengisian pamong kalurahan dilakukan dengan jujur

	13.
	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual
	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	Tidak Terbatas
	Dapat mengungkap rahasia pribadi
	Menjamin kerahasiaan pribadi

	14.
	Dokumen perjanjian kerjasama
	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	Tidak Terbatas
	Dapat merugikan kepentingan kedua belah pihak
	Menjamin kerahasiaan agar tidak terjadi kebocoran yang akan merugikan

	15.
	BNBA data kemiskinan
	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	Tidak Terbatas
	Dapat mengungkap rahasia data diri warga miskin
	Melindungi kerahasiaan data diri warga miskin

	16.
	Daftar user dan password server/aplikasi/perangkat TIK
	· Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE
· Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	Tidak Terbatas
	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab
	Mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab

	17.
	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik tanah
	· Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	Tidak Terbatas
	Dapat menghambat proses penegakan hukum
	Dapat memperlancar proses penegakan hukum

	18
	Daftar Peraturan
Pemerintah Kalurahan :
· Perlur APBKal  Lampiran RAB 2 -Rincian Anggaran Belanja, RAB 2 – Kegiatan Persumber dana dari sistim keuangan desa.
	· Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
	Tidak Terbatas
	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab
	Mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab
	
	

	19
	Data atau sk warga yang mempunyai anggota keluarga terindikasi stanting
	· Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	Tidak Terbatas sampai ada tindak lanjut penanganan stanting oleh Pemerintah Kalurahan
	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab
	Mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab
	
	

	20
	Data wajib pajak dan obyek pajak
	· UU No 11 tahun 2008 tentang ITE, Pasal 40
· UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a
	Sampai ada perintah dari penegah hukum atau yang berwenang
	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab
	Melindungi dan mengamankan data wajib pajak dan obyek pajak
	
	

	21
	Dokumen dan berkas-berkas proses pemilihan lurah dan seleksi pamong kalurahan
	· Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	Sampai proses pemilihan dan seleksi pamong terselesaikan
	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab
	Melindungi data pribadi peserta seleksi
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